BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang tertulis dalam pendahuluan

yaitu:

1. Bagaimana implikasi dari adanya kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja
Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 terhadap hubungan kerja antara
Penyedia Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?

1.1 Kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan UU Jasa
Konstruksi 2017 di Indonesia tidak berdampak pada hubungan kerja
antara Tenaga Kerja Konstruksi dengan pemberi kerja, yaitu Penyedia
Jasa dan/atau Pengguna Jasa. Hal yang membedakan mengenai Tenaga
Kerja Konstruksi yang telah tersertifikasi adalah kompetensi yang
dimilikinya, berupa keahlian atau keterampilan yang telah diakui.
Hubungan kerja antara Tenaga Kerja Konstruksi dengan pemberi kerja
tidak bekerja, karena Tenaga Kerja Konstruksi tetap bekerja di bawah
perjanjian kerja yang memenuhi unsur pekerjaan, perintah, serta upah.

1.2 Perubahan lain yang terjadi karena adanya kewajiban Sertifikasi
Kompetensi Kerja adalah kewajiban antara para pihak. Pemberi kerja
menjadi memiliki kewajiban agar Tenaga Kerja Konstruksi yang telah
bekerja berdasarkan perjanjian kerja memperoleh sertifikasi. Dalam hal
ini pemberi kerja menanggung biaya sertifikasi bagi Tenaga Kerja
Konstruksi sebagai tanggung jawab pemberi kerja dan Tenaga Kerja
Konstruksi berhak untuk mendapatkan sertifikasi yang ditanggung oleh
pemberi kerja.

1.3 Dampak laten yang ditimbulkan dari kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja
Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ialah terjadinya

kesenjangan hak dan kewajiban antar Tenaga Kerja Konstruksi. Bagi
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Tenaga Kerja Konstruksi yang telah terikat dalam perjanjian kerja,
kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi tersebut pun ditanggung oleh
pemberi kerja. Namun, bagi Tenaga Kerja Konstruksi yang belum
terikat atau sedang tidak terikat dengan perjanjian kerja, maka ia secara
mandiri harus membiayai dan bertanggung jawab untuk mendapatkan
sertifikasi secara mandiri. Hal ini cukup membebankan mengingat biaya
yang cukup besar yang harus dikeluarkan dalam melakukan sertifikasi.
Begitupula dengan Tenaga Kerja Konstruksi yang masuk dalam
kategori tidak wajib mendapatkan sertifikasi, dalam hal ini pemberi
kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sertifikasi karena
tidak diwajibkan dalam UU Jasa Konstruksi 2017.

2. Dapatkah kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi menimbulkan
pengalihan tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum mengenai
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dari Penyedia Jasa
dan/atau Pengguna Jasa kepada Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?

2.1 Pengalihan tanggung jawab dan perlindungan hukum mengenai K4 dari
pemberi Kerja, yaitu Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa, kepada
Tenaga Kerja Konstruksi akibat kewajiban sertifikasi akan tidak terjadi.
Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan, “Pemberi kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga
kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan,
keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”
Hal ini menegaskan bahwa standar K4 bagi setiap Tenaga Kerja
Konstruksi, bersertifikat mau pun tidak bersertifikat, akan selalu
disediakan oleh pemberi kerja.

2.2 Tanggung jawab dari perlindungan K4 terhadap Tenaga Kerja
Konstruksi tersebut dapat ditanggung baik oleh Penyedia Jasa maupun
Pengguna Jasa secara bersama-sama maupun tidak. Hal ini bergantung
pada kesepakatan dari Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang tertuang

dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Mengingat dalam membuat kontrak
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terdapat asas kebebasan berkontrak, sehingga sangat mungkin apabila
tanggung jawab perlindungan K4 dibebankan pada salah satu pihak saja
atau keduanya, selama hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut tetap
memenuhi asas kesetaraan sesuai UU Jasa Konstruksi 2017.

2.3 Salah satu dampak kewajiban sertifikasi terhadap perlindungan K4 bagi
Tenaga Kerja Konstruksi adalah intensitas pelatihan K3 serta pengakuan
akan kemampuan K3 yang didapatkan. Tenaga Kerja Konstruksi yang
wajib mengikuti sertifikasi akan mendapatkan pelatihan dan pengakuan
K3 sesuai dengan bidangnya, namun bagi Tenaga Kerja Konstruksi
yang tidak wajib mengikuti sertifikasi maka tidak wajib mendapatkan
pelatihan dan pengakuan akan kemampuan K3. Atas dasar itu,
perlindungan K4 bagi Tenaga Kerja Konstruksi khususnya yang tidak
wajib bersertifikasi tidak akan setara dengan yang wajib bersertifikasi
karena mereka tidak wajib mendapatkan pelatihan dan pengakuan akan

kemampuan K3.

3. Bagaimana harmonisasi peraturan  perundang-undangan tentang
pertanggungjawaban dan perlindungan hukum untuk Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa terhadap Tenaga Kerja
Konstruksi di Indonesia?

3.1 UU Jasa Konstruksi 2017 sudah selaras dengan undang-undang lain
yang ada yaitu KUHPerdata dan UU Ketenagakerjaan. Terlebih dengan
penekanan asas lex specialis derogat legi generalis, UU Jasa Konstruksi
2017 menjadi pengaturan yang lebih khusus dibandingkan dengan
kedua perundang-undangan tersebut. Pengaturan mengenai Kontrak
Kerja Konstruksi yang mengatur hubungan antara Penyedia Jasa dan
Pengguna Jasa telah diatur secara lebih rinci dan jelas dalam UU Jasa
Konstruksi 2017, sedangkan untuk Tenaga Kerja Konstruksi telah diatur
bab khusus pula dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Selain itu, apabila
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dalam UU Jasa Konstruksi 2017 tidak diatur secara jelas, kedua undang-
undang ini masih hadir untuk melengkapi aturan tersebut

3.2 Beberapa  undang-undang lain  yang perlu  diperhatikan
keharmonisannya ketika disandingkan dengan UU Jasa Konstruksi 2017
adalah UU Keselamatan Kerja dan UU Kesehatan. UU Jasa Konstruksi
mengatur mengenai Standar K4 yang wajib dilaksanakan oleh Penyedia
Jasa dan Pengguna Jasa, serta Pemerintah. Mengenai K3 dalam
konstruksi misalnya, pengaturan secara lebih jelas masih bergantung
pada UU Keselamatan Kerja yang sudah lama dan perlu diperbaharui
(mengingat UU Keselamatan Kerja diundangkan tahun 1970).
Sedangkan dalam UU Kesehatan, perihal kesehatan kerja yang
berkaitan dengan K4 dalam UU Jasa Konstruksi 2017 masih mengatur
secara terbatas, mengingat UU Kesehatan mengatur kesehatan secara
luas dan tidak spesifik bagi tenaga kerja.

3.3 Hubungan antara UU Jasa Konstruksi 2017 dengan peraturan-peraturan
pelaksananya terdapat banyak inkonsistensi. Penyebab utamanya adalah
karena peraturan-peraturan pelaksana tersebut masih mengacu pada UU
Jasa Konstruksi 1999 sebelumnya yang telah dicabut, sehingga terdapat
berbagai ketentuan yang sudah tidak sesuai atau dipertanyakan
relevansinya. Salah satu contoh inkonsistensi tersebut ialah penggunaan
istilah Sertifikasi Kompetensi Kerja di dalam UU Jasa Konstruksi 2017
dengan penggunaan istilah Sertifikasi Keahlian Kerja dan Sertifikasi
Keterampilan Kerja dalam PP 28/2000. Penggunaan istilah ini juga
mempengaruhi aturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan LPJKN tentang
Sertifikasi Tenaga Ahli dan Sertifikasi Tenaga Terampil yang baru
dikeluarkan pada tahun 2017 dan menjadi pedoman sertifikasi dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi, namun tidak selaras dengan UU Jasa
Konstruksi 2017 karena masih mengikuti PP 28/2000 yang memiliki
klasifikasi yang berbeda.

3.4 Salah satu ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi 2017 yang tidak sesuai

dengan peraturan pelaksana yang masih ada saat ini adalah mengenai
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Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi dalam PP 4/2010. Secara historis, PP
4/2010 merupakan perubahan pertama dari PP 28/2000 yang mengatur
secara menyimpang baik dari PP 28/2000 maupun dari UU Jasa
Konstruksi 1999. PP 4/2010 mulai mengatur mengenai Central Product
Classification yang belum diatur dalam peraturan-peraturan mengenai
Jasa Kosntruksi sebelumnya karena mengikuti tuntuan perkembangan
zaman agar dapat bersaing secara internasional. Hal ini diatur dalam
pasal 8A ayat (1) PP 4/2010 yang membagi klasifikasi bidang usaha jasa
perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi: a. arsitektur; b.
rekayasa (engineering); c. penataan ruang; dan d. jasa konsultansi
lainnya, serta pasal 8A ayat (2) yang membagi klasifikasi bidang usaha
jasa pelaksanaan konstruksi meliputi: a. bangunan gedung; b. bangunan
sipil; c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan d. jasa pelaksanaan
lainnya. Hal ini kemudian diatur secara lebih lengkap dalam Permen PU
8/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
Konstruksi yang mempengaruhi kualifikasi tenaga ahli untuk
subklasifikasi/klasifikasi usaha Jasa Konstruksi tersebut.

Ketika UU Jasa Konstruksi 2017 diundangkan, secara tegas dalam
penjelasan pasal 16 UU Jasa Konstruksi 2017 dinyatakan bahwa
klasifikasi produk konstruksi tersebut telah mengikuti Central Product
Classification. Namun dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ini, pengaturan
mengenai klasifikasi usaha Jasa Konstruksi tidak lagi dibagi menjadi
berdasarkan bidang usaha jasa perencanaan, jasa pengawasan, dan jasa
pelaksanaan konstruksi seperti dalam PP 4/2010. Pembagian yang
dikenal ialah Kklasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi dan
klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi. Dalam pasal 13 ayat (2) UU Jasa
Konstruksi 2017, Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang
bersifat umum dibagi menjadi antara lain: a. arsitektur; b. rekayasa; c.
rekayasa terpadu; dan d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
Dikenal juga klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat

spesialis dalam pasal 13 ayat (3) yaitu: a. konsultansi ilmiah dan teknis;
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dan b. pengujian dan analisis teknis. Sedangkan dalam klasifikasi usaha
pekerjaan konstruksi, dikenal pula dengan sifat umum dan khusus dalam
pasal 14 ayat (2) yang bersifat umum meliputi: a. bangunan gedung; dan
b. bangunan sipil, sedangkan yang bersifat khusus dalam pasal 14 ayat
(3) antara lain: a. instalasi; b. konstruksi khusus; c. konstruksi
prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; dan e. penyewaan peralatan.
Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peraturan pelaksana baru yang
disesuaikan dengan Central Product Classification yang dianut oleh UU
Jasa Konstruksi 2017 agar klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pun
dapat disesuaikan dengan klasifikasi usaha Jasa Konstruksi tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta

kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat saran untuk mengatasi permasalahan

yang menjadi latar belakang penulisan ini yaitu:

1.

Tenaga Kerja Konstruksi yang berkewajiban untuk memiliki sertifikasi
adalah Tenaga Kerja Konstruksi dalam jabatan sebagai operator, teknisi
atau analis, dan ahli. Kewajiban untuk memiliki sertifikasi tersebut
berimplikasi pada wajibnya Tenaga Kerja Konstruksi tersebut untuk
mengikuti pelatihan K3 serta mendapatkan sertifikat atau pengakuan
kemampuan akan K3 sesuai dengan bidang pekerjaannya. Hal ini tentu
menimbulkan kesenjangan pelatihan K3 dengan Tenaga Kerja
Konstruksi selain operator, teknisi atau analis, dan ahli yang tidak wajib
mendapatkan sertifikasi sehingga pemberi kerja pun tidak wajib untuk
memberi pelatihan kerja kepada mereka. Oleh sebab itu, jabatan kerja
Tenaga Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ini perlu
untuk ditinjau kembali dan dibenahi, mengingat kualifikasi jabatan
kerja Tenaga Kerja Konstruksi yang ada pada saat ini diatur dalam
Peraturan LPJK lebih dari apa yang tertulis dalam UU Jasa Konstruksi

2017 pasal 68 ayat (2) yaitu operator, teknisi atau analis, dan ahli.
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Kualifikasi jabatan kerja operator, teknisi atau analis, dan ahli dalam
pasal 68 ayat (2) UU Jasa Konstruksi 2017 menurut Naskah Akademik
RUU Jasa Konstruksi tersebut sebelumnya didasari oleh Perpres KKNI
yang telah mengatur jabatan kerja secara nasional secara demikian.
Perpres KKNI pula yang mengatur mengenai Sertifikasi Kompetensi
Kerja sebagaimana dalam UU Jasa Konstruksi 2017, sehingga
peraturan mengenai sertifikasi dan jabatan kerja dalam UU Jasa
Konstruksi 2017 ini mengikuti Perpres KKNI tersebut. Namun,
mengingat Perpres KKNI mengatur jabatan kerja bagi tenaga kerja
secara luas, sedangkan UU Jasa Konstruksi 2017 mengatur mengenai
Tenaga Kerja Konstruksi, perlu dibuat suatu peraturan pelaksana yang
menyesuaikan dengan jabatan kerja yang ada bagi Tenaga Kerja
Konstruksi saat ini. Mengingat Perpres KKNI dibuat sebagai pedoman
bagi jabatan kerja tenaga kerja secara luas, maka perlu dibuat peraturan
pelaksana dari UU Jasa Konstruksi 2017 agar jabatan kerja bagi Tenaga
Kerja Konstruksi menjadi jelas dan mengikuti baik Central Product
Classification maupun jabatan kerja Tenaga Kerja Konstruksi lainnya
yang telah ada dan diakui hingga saat ini.

Pembentukan segenap peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh UU
Jasa Konstruksi 2017 ini harus segera dilaksanakan, mengingat
peraturan-peraturan pelaksana yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi
dengan UU Jasa Konstruksi 2017. Pengaturan yang mengatur mengenai
kewajiban sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi secara khusus perlu
diperbaharui, karena pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi ini
diwajibkan secara memaksa dalam UU Jasa Konstruksi 2017 serta ada
pemberian sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan. Namun, dengan
tidak harmonisnya antara UU Jasa Konstruksi 2017 dengan peraturan
pelaksana yang masih berlaku saat ini, menunjukkan bahwa bahkan
pengaturan mengenai sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi tersebut
belum siap. Peraturan pelaksana seperti 3 (tiga) Peraturan Pemerintah,

3 (tiga) Peraturan Presiden, dan 13 (tiga belas) Peraturan Menteri
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turunan UU Jasa Konstruksi 2017 harus segera dirampungkan dan
menggantikan beberapa di antaranya yaitu PP 28/2000, PP 29/2000,
dan PP 30/2000 serta Peraturan Pemerintah lainnya yang mengubah dan
memperbaharui Peraturan Pemerintah tersebut, bahkan Peraturan
Menteri dan Peraturan LPJKN pun perlu untuk segara direvisi atau
diganti. Dalam peraturan pelaksana yang akan dibuat nanti, harus
memuat mengenai Central Product Classification yang sesuai dengan
yang di anut oleh UU Jasa Konstruksi 2017 dalam pasal 12-16 meliputi
klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum
dibagi menjadi antara lain: a. arsitektur; b. rekayasa; c. rekayasa
terpadu; dan d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah, lalu
klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis
dalam pasal 13 ayat (3) yaitu: a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan b.
pengujian dan analisis teknis, dan Kklasifikasi usaha pekerjaan
konstruksi, dikenal pula dengan sifat umum dan khusus dalam pasal 14
ayat (2) yang bersifat umum meliputi: a. bangunan gedung; dan b.
bangunan sipil, sedangkan yang bersifat khusus dalam pasal 14 ayat (3)
antara lain: a. instalasi; b. konstruksi khusus; c. konstruksi prapabrikasi;
d. penyelesaian bangunan; dan e. penyewaan peralatan. Atas dasar itu,
peraturan yang mengatur mengenai CPC yang sesuai dengan UU Jasa
Konstruksi 2018 tersebut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah
untuk menggantikan PP 4/2010. Selain itu, perlu juga diatur suatu
Peraturan Menteri yang baru yang menggantikan Permen PU 8/2011
tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
Konstruksi, yang mengikuti UU Jasa Konstruksi 2017 dan Peraturan
Pemerintah yang baru.
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